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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut. Pertama, ketentuan Pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Cipta Kerja mengalami perubahan mendasar dibandingkan 

ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Jika sebelumnya PKWT hanya diatur wajib secara tertulis tanpa 

penegasan teknis, maka Pasal 57 yang baru memperjelas bahwa PKWT harus 

dibuat secara tertulis, menggunakan bahasa Indonesia, dan huruf Latin, serta 

apabila syarat ini tidak dipenuhi maka hubungan kerja otomatis berubah menjadi 

PKWTT. Perubahan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, namun 

juga menghadirkan beban administratif baru, khususnya bagi sektor informal dan 

usaha kecil. 

Kedua, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat digunakan sebagai tolak 

ukur dalam menilai perubahan Pasal 57 tersebut. Prinsip syura menuntut adanya 

musyawarah dan kesepakatan yang transparan dalam penyusunan kontrak kerja, 

prinsip al-‘adalah menekankan keseimbangan perlindungan hukum bagi pekerja 

dan pengusaha, prinsip al-mu‘awanah mengingatkan pentingnya tolong-

menolong dalam menciptakan keadilan sosial, sementara prinsip al-musawah 

menekankan kesetaraan kedudukan antara pekerja kontrak dan pekerja tetap. 

Analisis menunjukkan bahwa meskipun perubahan Pasal 57 sudah mendekati 

prinsip keadilan dan musyawarah, namun aspek tolong-menolong dan 

kesetaraan belum sepenuhnya tercermin karena perlindungan pekerja masih 

belum optimal. 

Ketiga, implikasi perubahan Pasal 57 terhadap perlindungan hukum 

pekerja bersifat ganda. Di satu sisi, peraturan baru memperkuat aspek formal 

perlindungan hukum melalui kewajiban kontrak tertulis yang memudahkan 
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pembuktian dalam sengketa. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan, beban 

administratif, serta posisi tawar pekerja yang rendah berpotensi melemahkan 

efektivitas perlindungan hukum tersebut. Dengan demikian, diperlukan 

penguatan regulasi pelaksana, mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dan 

peningkatan kesadaran hukum baik bagi pengusaha maupun pekerja agar tujuan 

Pasal 57 benar-benar terwujud, yaitu memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan yang adil sesuai nilai-nilai siyasah dusturiyah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perubahan Pasal 57 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan regulasi 

tambahan atau pedoman operasional yang menjamin hak pekerja tetap 

terlindungi, khususnya dalam kontrak PKWT yang dapat diperpanjang tanpa 

batas, selaras dengan prinsip Al-‘Adalah (keadilan) dalam siyasah dusturiyah. 

Kedua, lembaga terkait harus memastikan setiap PKWT tercatat secara 

administratif dan diawasi secara rutin, agar tidak terjadi penyalahgunaan, 

sejalan dengan prinsip Al-Mu‘awanah (kerjasama) dan Syura (musyawarah), 

sehingga pekerja dan pengusaha dapat saling berkoordinasi dan hak-hak 

pekerja dipertimbangkan. Ketiga, pemerintah dan pengusaha harus memastikan 

bahwa kebijakan fleksibilitas kerja tetap memperhatikan kepastian hak, 

kesejahteraan pekerja, dan persamaan perlakuan (Al-Musawah), sehingga 

tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha serta 

kemaslahatan umum. Keempat, sosialisasi dan edukasi hukum perlu dilakukan 

agar perubahan Pasal 57 dipahami oleh semua pihak, meminimalkan potensi 

sengketa hubungan industrial, dan memastikan implementasi hukum berjalan 

adil dan transparan. Dengan penerapan saran-saran tersebut, perubahan Pasal 

57 dapat dijalankan secara adil, efektif, dan bermanfaat. 
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